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2)Dalam rencana perjalanan dinas ke luar negeri, dijelaskan

mengenai tujuan dan kepentingan perjalanan dinas,

keterkaitan dengan sasaran dan kebijakan perusahaan,

lama perjalanan dinas, sumber pembiayaan, rencana

anggaran biaya serta informasi lain yang relevan.

3)Ketentuan butir  1) dan 2) di atas dikecualikan untuk

perjalanan dinas ke luar negeri atas perintah Pemegang

Saham.

4)Setelah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, dalam

jangka waktu paling iambat 14 (empat belas) hari kalender

seteiah pelaksanaan perjalanan dinas, Direksi atau Dewan

Komisaris wajib melaporkan pelaksanaan perjalanan dinas

kepada Pemegang Saham disertai dengan bahan atau

dokumen pendukung lain yang relevan sebagai bagian tak

terpisahkan dari laporan perjalanan dinas.

N. PELAPORAN

Pelaporan adalah cerminan dari prinsip akuntabilitas atau

pertanggungjawaban dari masing-masing Organ Perusahaan yang

penyusunan dan penyampaiannya harus sejalan dengan tugas dan

kewenangan masing-masing. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang

mengatur proses penyampaian laporan di antara organ perusahaan.

1.Tujuan Kebijakan

Menjadi panduan dalam penyusunan dan penyampaian laporan-

laporan yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris dan

Direksi.

2.Kebijakan Terkait

a.Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, pasal 66, 67 dan 116.

b.Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 juncto

Per-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan

yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, pasal
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15 dan 22.

c. Anggaran Dasar PT Lamong Energi Indonesia tanggal 8

Desember 2014 Nomor 58 yang dibuat di hadapan Yatiningsih,

SH., MH., Notaris di Surabaya yang telah memperoleh

pengesahan dari Menteri Hukum dan Mak Asasi Manusia

tanggal 3 Februari 2015 Nomor AHU-0005031.AH.01.01 Tahun

2015, yang telah mengalami beberapa perubahan (terakhir)

dengan Akta Nomor 60 tanggal 18 November 2019 dibuat

dihadapan Notaris yang sama tersebut di atas yang telah

diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi

Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-03161989 tanggal

20 November 2019.

3. Proses Tata Kelola

Kebijakan tata kelola Perusahaan sehubungan dengan pelaporan

adalah:

a. Pelaporan yang Disampaikan Direksi

Direksi mengembangkan sistem sistem informasi yang handal

sehingga menghasilkan laporan yang relevan, akurat, tepat

waktu, dan mengedepankan prinsip akuntabilitas.

Pelaporan yang disampaikan Direksi mencakup:

1) Laporan Kinerja

a)Laporan Kinerja disampaikan setiap triwulan.

b)Laporan Kinerja memuat pelaksanaan RKAP, capaian

kinerja, laporan keuangan, implementasi manajemen

risiko dan penggunaan teknologi informasi.

c)Laporan untuk triwulan yang bersangkutan setelah

ditandatangani oleh semua anggota Direksi disampaikan

kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh)

hari setelah berakhirnya periode triwulan tersebut.

d)Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani

laporan triwulanan, maka harus disebutkan alasannya


